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PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang 

 
Reformasi birokrasi dalam amandemen UUD 1945 merupakan terjadi 

sebuah perubahan besar yang dimana dalam paradigma serta tata kelola 

pemerintahan bangsa yakni negara Indonesia. Reformasi birokrasi diartikan 

sebagai penyusunan atau penataan ulang dalam sistem penyelenggaraan 

pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur pemerintah, baik itu dalam tingkat 

lokal maupun dalam tingkat nasional. Dengan adanya reformasi birokrasi, maka 

birokrasi yang dibutuhkan saat ini adalah birokrasi yang mampu menyinkronkan 

diri dengan kebutuhan publik (adaptif), birokrasi yang mampu mengutamakan 

kualitas serta kecepatan, birokrasi yang dapat berpegang teguh pada prinsip– 

prinsip transparansi serta responsibilitas. 

Kata reformasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah 
 

‖perubahan secara pesat demi perbaikan dalam suatu tatanan 

masyarakat/negara-bangsa‖. Sedangkan arti kata birokrasi yang dikemukakan 

Rohman dan Hardianto (2019:7) menyatakan bahwa: 

Birokrasi merupakan keseluruhan organisasi dalam pemerintahan 
yang menjalankan seluruh tugas–tugas negara dalam berbagai 
unit/divisi organisasi pemerintahan yang berada di bawah naugan 
kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, baik pada 
tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. 

 
Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan 

bahwa pengertian reformasi birokrasi merupakan suatu upaya dalam 

melaksanakan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan terutama dalam hal aspek–aspek kelembagaan, 

ketatalaksanaan, serta pembaharuan terhadap aspek sumber daya manusia. 
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Sumber daya manusia merupakan aset, modal dan kekayaan yang sangat 

penting dalam lingkup organisasi ataupun perusahaan dikarenakan sumberdaya 

manusia (SDM) ini sendiri merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu 

organisasi yakni terletak pada ketentuan/kebijakan, aturan, serta prosedur yang 

berhubungan dengan orang/manusia dalam organisasi yang saling 

berkesinambungan dan pihak–pihak dalam organisasi tersebut bisa di 

untungkan. Jika melihat suatu perusahaan atau instansi yang bergerak dengan 

pesat dan maju maka salah satu penyebabnya adalah sumber daya manusianya 

yang berkualitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia 

sepatutnya harus memiliki suatu kecakapan dan keunggulan demi menjalankan 

organisasinya. Adapun dengan arti lain, meskipun kuantitas dari sumber daya 

manusia itu sudah mumpuni tetapi tidak memiliki kompetensi maka akan 

menjadi sia–sia saja karena instansi tidak dapat mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya manusia tersebut sebagai mana mestinya. 

Manajemen sumber daya manusia menurut Rivai (Marnisah dan Zamzam, 

2021:4) yang menyatakan bahwa: 

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari 
manajemen yang meliputi dari segi–segi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Karena sumber 
daya manusia dianggap penting perannya dalam pencapaian tujuan 
organisasi, maka berbagai pengalaman dan hal penelitian dalam 
bidang sumber daya manusia dikumpulkan secara sistematis. Istilah 
manajemen mempunyai artisebagai kumpulan pengetahuan tentang 
bagaimana seharusnya mengelola sumber daya manusia. 
Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, 
manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah ilmu ataupun 
seni dalam mengatur manusia, dengan melakukan tindakan 
perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan untuk mencapai 
tujuan–tujuan organisasi tertentu. 

 
Sedarmayanti (2010) juga menegaskan bahwa: 

 
Sumber daya manusia merupakan titik tumpuh untuk mencapai 
keunggulan daya saing individu, organisasi, perusahaan bahan 
bangsa di pentas global, dengan terus mengasah atau 
mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, komitmen dan 
integrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam berbagai karya 
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yang kreatif dan inovatif. 
 

Adapun prinsip manajemen sumber daya manusia yaitu put the right man 

on the right job yang memiliki arti kata bahwasanya seseorang haruslah 

diposisikan pada keahliannya dalam suatu organisasi. Hal ini dapat 

meningkatkan produktivitas kerja pegawai serta mampu menjalankan organisasi 

dengan baik. Sejalan dengan prinsip manajemen tersebut maka dilakukanlah 

perencanaan sumber daya manusia untuk menciptakan sumber daya manusia 

yang unggul serta berkualitas dalam bidangnya masing-masing. 

Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan secara sistematis dalam memperkirakan berapa permintaan dan 

ketersediaan sumber daya manusia di masa yang akan datang serta dapat 

ditentukan jumlah ataupun kriteria pegawai yang akan direkrut atau pegawai 

yang akan dikurangi dari organisasi, apabila dalam suatu instansi atau 

perusahaan tidak memiliki perencanaan sumber daya manusia maka yang akan 

terjadi adalah tujuan–tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya akan terhambat 

sebab dengan adanya perencanaan sumber daya manusia ini maka akan 

membantu dalam mewujudkan keberhasilan strategis ataupun keberhasilan 

jangka panjang yang dimiliki oleh organisasi. Untuk itu pemerintah sadar akan 

hal tersebut dan melakukan upaya untuk senantiasa mengadakan pembaharuan 

dalam tatanan birokrasi dengan melakukan pembaharuan peraturan terkait 

analisis jabatan dan analisis beban kerja yang akan digunakan untuk setiap 

instansi dalam penempatan pegawainya maupun seleksi pegawai demi 

mewujudkan sumber daya manusia yang proaktif dalam melaksanakan 

pekerjaannya dan berkualitas karena telah diposisikan sesuai dengan 

keahliannya masing–masing (Lamandasa, 2017). 
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Berdasarkan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) dalam hal ini mengeluarkan peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 

Tahun 2020 tentang pedoman Analisi Jabatan dan Analisi Beban Kerja untuk 

mengatur jabatan–jabatan di instansi pemerintah. Dengan kata lain, analisis 

jabatan merupakan suatu kegiatan penjabaran suatu jabatan yang menghasilkan 

penjelasan terkait gambaran dari jabatan yang ingin diketahui dan yang 

nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan ataupun 

penempatan pegawai pada sebuah instansi. Sedangkan analisi beban kerja 

merupakan suatu teknik pengelolaan yang dilakukan secara sistematis untuk 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan tingkat efektivitas pekerjaan 

pegawai beserta efisiensi kerja organisasi berdasarkan beban kerja yang 

ditanggung atau volume kerjanya. Maka dapat diartikan, analisis beban kerja 

merupakan suatu proses penentuan berapa jumlah pegawai yang di inginkan 

serta berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dan adil bagi 

setiap pegawai (Janssens and Wayendt 2016). 

Relevansi antara reformasi birokrasi dengan sumber daya manusia 

aparatur sangatlah penting mengingat pada Pasal 56 dan Pasal 94 Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan 

bahwa, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah sertajenis 

jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka setiap instansi diharuskan untuk 

senantiasa melakukan perbaikan kompetensi sumber daya manusia aparatur 

untuk menerapkan prinsip manajemen yakni menempatkan seseorang sesuai 

dengan keahliannya. Melihat adanya pedoman peraturan menteri yang baru yaitu 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
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Nomor 1 Tahun 2020 maka seluruh instansi diharuskan untuk melakukan 

pembaharuan terhadap analisis jabatan dan analisis beban kerja yang 

dilaksanakan secara mandiri oleh masing–masing instansi. 

Berdasarkan dari peraturan tersebut, maka setiap instansi pemerintah 

diharuskan untuk menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja baikdalam 

lingkup provinsi maupun pada kabupaten/kota. Adapun pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Makassar, sudah mempunyai analisis jabatan dan analisis beban 

kerja sebelumnya dengan menggunakan pedoman Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 

2011, mengamati dari kondisi tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar 

masih menggunakan peraturan yang lama maka sepatutnya harus dilakukan 

perubahan atau pembaharuan segera terkait penyusunan analisis jabatan dan 

analisis beban kerja yang terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 

(Abdillah 2022). 

Hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Makassar yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar masih 

memiliki beberapa hambatan dalam melakukan penyusunan analisis jabatan dan 

analisis beban kerja salah satunya adalah tidak adanya seseorang yang ahli atau 

mumpuni dalam hal melakukan peyusunan, hal ini mengakibatkan terjadinya 

kekeliruan dalam membuat analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut. 

Sebab pada saat proses pembuatan analisis jabatan dan analisis beban kerja 

pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memberikan tugas pembuatan 

analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada masing-masing bidang yang 

merupakan bukan keahlian mereka dalam menyusun analisis jabatan dan 

analisis beban kerja. Berdasarkan pada kondisi tersebut maka sangat perlu 

untuk dilakukan perbaikan serta pembaharuan dalam menyusun analisis jabatan 
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dan analisis beban kerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020. 

Adapun data yang telah diperoleh penulis pada bulan Maret tahun 2023, 

pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki jumlah pegawai secara 

keseluruhan ialah seratus enam puluh delapan (168) pegawai dan tiga ratus 

sembilan puluh tujuh (397) pegawai non-ASN. Jadi, total secara keseluruhan 

jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar ialah lima ratus 

enam puluh lima (565) pegawai. 

Tabel 1 
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar 

No. Status Jabatan Jumlah Pegawai 

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) 168 Pegawai 

2. Non – ASN 397 Pegawai 

Total 565 Pegawai 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2023 

 

 
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki empat bidang, diantaranya: 

 
1. Sekretariat, terbagi menjadi: 

 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

 
b. Sub Bagian Keuangan 

 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 
2. Bidang Jalan Jembatan 

 
3. Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah 

 
4. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase 

 
5. Bidang Bina Teknik 

 
Pada masing-masing bidang tersebut terdapat jabatan Kepala SubBagian 

atau biasa disebut (Kasubag) untuk tiap Sub Bagian dan Kepala Bidang untuk 

empat (4) bidang lainnya dan dibantu oleh jabatan-jabatan lain didalamnya. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis dari keempat bidan 
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tersebut, belum ada satupun jabatan yang melakukan pembaharuan penyusunan 

analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh karena itu, penulis menawarkan 

solusi untuk melakukan pembaharuan dalam hal penyusunan analisis jabatan 

dan analisis beban kerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 untuk salah satu 

bidang yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yaitu pada 

Bidang Bina Teknik. 

Fokus penulis dalam hal menyusun analisis jabatan dan analisis beban 

kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar ialah pada Bidang Bina 

Teknik. Adapun dalam Bidang Bina Teknik terdiri dari lima (5) jabatan 

diantaranya: 

1. Analis Sumber Daya Air 

 
2. Analis Pelaksana Proyek Pemerintah 

 
3. Pengadministrasian Umum 

 
4. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana 

 
5. Fungsional Pembina Jasa Kontruksi 

 
Hasil data yang telah diperoleh dari penulis pada saat melakukan 

pengambilan data pra-penelitian yaitu berupa daftar beberapa pegawai dalam 

Bidang Bina Teknik pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, yaitu: 

Tabel 2 
Data Pegawai Pada Bidang Bina Teknik 

No. Nama Pegawai Pangkat/Gol. Jabatan 

1. Aisyiyah, ST Penata TK.I III/d Analis Sumber Daya Air 

2. Andi Saleh, SE, AK Penata TK.I III/d 
Analis Pelaksana Proyek 

Pemerintah 

3. Jufri Pengatur II/c Pengadministrasi Umum 

4. Fatmawaty Imran, ST Penata TK.I III/d 
Analis Pengembangan 

Sarana dan Prasarana 

5. Suriady, ST,M.Si Pembina IV/a 
Fungsional Pembina Jasa 

Kontruksi 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2023 
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Pada uraian jabatan yang tertera, data yang dikumpul penulis pada Bidang 

Bina Teknik telah memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja sebelumnya 

akan tetapi menggunakan pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun2011. Namun hingga 

saat ini belum ada satu jabatan pun yang telah melakukan pembaharuan serta 

perbaikan dalam membuat analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020, maka beranjak dari permasalahan tersebut 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi karya terkait analisis jabatan 

dan analisis beban kerja pada salah satu bidang di Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Makassar dengan mengusung judul ―Pembaharuan Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja ada Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Makassar”. 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 
Bagaimana rancangan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada 

Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 
1. Melakukan pembaharuan serta perubahan analisis jabatan dananalisis 

beban kerja pada Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Makassar sesuai dengan pedoman Peraturan MenteriPendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020. 

2. Mengimplementasikan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada 

Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020. 
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D. Manfaat Penelitian 

 
Karya analisis jabatan dan analisis beban kerja diharapkan dapat 

mempermudah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam hal penempatan 

pegawai serta penyeleksian pegawai, memudahkan dalam hal penilaian kinerja 

pegawai, serta dapat membantu dalam hal pemberian tugas atau pelatihan yang 

sesuai dengan kebutuhan pegawai. 


